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BUPATI LEBONG 
PROVINSIBENGKULU 

PERATURAN BUPATI LEBONO 
N0M0R 20 TAHUN 2020 

TENTANG 

TAJ4BAHAlf PEMGHASILAH PEOAWAI BAGI PF.QAWAI NEOERI SIPIL 
DI UNGKUHGAN PEMERIRTAH KABUPATEN LEBORG 

Menimbang 

Mengingat 

DEMOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E8A 

BUPATI LEBONG, 

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (l) Peraturan 
Pcmerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daer~ 
dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai 
ASN dcngan mcmperhatikan kemampuan keuangan daera.Q 
dan memperolch perserujuan DPRD sesuai dengan 
ketentuan pr.raturan perundang-undangan; 

b. bahwa untuk me!aksanakan ketentuan Kepurusan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 061 - 5449 Tahun 2019 tentang Tata 
Cara Persetujuan Menteri Oalam Negeri terhadap Tambahan 
Penghasllan Pegawai Aparatui- Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Lebong tentang Tambahan Penghasilan 
Pcgawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Lebong. 

1. 

2. 

3. 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun · 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia T~un 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan 
Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahaan Lcmbaran Ne · 
Indonesia Nomor 4286); gara Republik 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 

:~:~~:a:~aten Lebong dan Kabupaten Ke~~~ 
Tahun 2003 ~omor (~~bar;i' Nbcgahaara Republik Indonesia 

R blik I 
• am n Lembaran N 

epu ndonesia Nomor 4349); cgara 



4. Undang-Unclang Nomor I Tahun 2004 tentang 
Pc:-rbcndnharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
tncloncsin Tnhun 2004 Nomor 5, Tambahann Lcmbaron 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang 
Perimbnngnn I, euangan Amara Pemerin tah Pusat dan 
Pcmcrintahan Dacrah (Lembarnn Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4438); 

6 . Unclang-Undnng Niomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan lnformasi Publ ik (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4846); 

7. Undang-Unclang Nomor 12 Tahun 20ll tentang 
Pembentukan Peratu ran Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), sebagaimana tclah diubah dengan Undang·Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tcntang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pembentukan 
Peraturan Pcrund!ang-Undangan (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembnran Negara Rt•publik Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20 14 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Dacrah (Lembamn Negara Repubtik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana tclah 
diubah bcbcrapa kali terak.hir dengan Undang•Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang•Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmcrintahan Dnerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pcmerintah Nomor 7 Tahun 1977 ten tang 
Pengaturan Gaji Pegawai Negeri Sipi\ (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 
Lemba~an Negara ~epublik Indonesia Nomor 3098). 
sebagaunana telah d1ubah beberapa kali terakhir dengan 
Peratumn Pemerintah Nomor 15 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Kedclapan Belas Atas Peraturan Pemerintah 
Noma~ 7 Tahun 1977 tentang Pcngaturan Gaji Pcgawai 
Negen S1pil (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 43); · 



11. Pcmtumn Pcmerintah Nomor 53 Tahun 20 10 tcntang 
Disiplin Pegnwni Negeri Sipil (Lembamn Negara Rcpublik 
Indonesia Tnhun 20 10 Nomor 74, Tambahan Lembnran 
Negara Rcpublik lndonesin Nomor 5 135); 

12. Pernturnn Pemcrintnh Nomor 18 Tnhun 2016 tcntang 
Pcrangknt Dacrnh (Lcmb,unn Negara Rcpublik Indonesia 
Ta hun 2016 Nomor 114, Tambahan Lcmbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 58871, sebagaimann Lelah diubah 
dcngan rcrnt.urnn Pcmcrintah Nomor 72 Tnhun 20 19 
tcntnng Pcrubahan Atas Pera tu ran Pcmcrintah Nomor 18 
Tahun 20 16 tcntang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

13. 

14. 

1 5. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Pcraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pcngclolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

Pcraturan Pcmcrintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang 
Pcnilnian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 

Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pl-cloman Pengelolaan Kcuangan Dae rah 
scbaRaimnna tclah diubah bebernpa kali, terakhir dengan 
Pcrntur:m Mcnteri Dnlnm Ncgeri Nomor 21 Ta hun 2011 
tcntnng Perubahan Kedua alas Peraturan Mcnteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdoman Pengclolaan 
Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
201 I Nomor 310); 

Peraturan Mcntcri Pcnclayagunaan Aparatur Negara dan 
Rcformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 ten tang 
Pedoman Evaluasi Jabatan; 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Rdormasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tcntang 
Pcnctapan Kclns Jabatan di Lingkungan lnstansi 
Pemerintah (Serita Negara RepubHk Indonesia Tahun 2013 
Nomor 1636): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
lcntang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah d.iubah dengan Peraturan Menteri Dal~ 
Negeri Nomor 12? Tahun 2018 tentang Perubahan At.as 
Pernturan l\1cntcn Da lam Ncgcri Nomor 80 Tahun 2015 
tentnng Pcmbentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 18 Nomor 157); 

PRce~atura~ ~
8
t':ntkcri ~>enclayagunaan Aparntur Negara dan 

,ormas1 1ro ·ras1 Nomor 4 I Tahun 2018 tentan 
N_omenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai N ri S. ~ 
di Ling~ungan lnstansi Pemerintah(Beri1a Negaraeiee ~i'~ 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); pu 1 



I 

Mcnctapkan 

20. Keputusan Mentcri Dalam Ncgeri Nomor 061 - 5449 Tahun 
2019 tcntang Tn1n Carn Persclujunn Mcntcri Dalnm Ncgcri 
Terhadap Tambahan Pcnghasilan Pegnwai Aparatur Sipil 
Negara di Lingkungru1 Pcrnerintah Dacrah; 

21. Peraturnn Dncrah Knbupatcn Lebong Nomor 13 Tnhun 2010 
tentang Pokok-po'kok Pengclolaan Keuangan Dacrah 
(Lembaran Dacrnh Kabupalcn Lebong Tnhun 2010 Nomor 
13); 

22. Pcraturan Dae rah Kabupnten Le bong Nomor 10 Tnhun 2016 
tentang Pcmbentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lcmbaran Dacrah Kabupatcn Lebong Tahun 2016 Nomor 
10). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI LEBONO TENTANG TAMBAJIAN 
PENGHASJLAN PEGAWAJ BAGI PEGAWAI NEGERl SIPIL DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupnti ini, yang dimaksud dengan: 
I. Pcmcrinta h Daemh adalah Pemerinta.h Kabupaten Lebong. 
2. Bupati adalah Bupati Lebong. 
3. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD 

adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong. 
4. Anggaran Pcndapatan Belanja Daerah selanjutnya disebut 

APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
Kabupaten Lebong. 

5. Pcgawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah 
profcsi bagi Pcgawai Negeri Sipil dan Calon Pcgawai Negeri 
Sipil yang bekcrja padn Pcmerintah Kabupatcn Lcbong. 

6 . Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok 
jabatan tinggi pada Pemerintah Kabupaten Lebong. 

7. Jabatan Administrasi adalah sekelompokjabatan yang berisi 
fungsi clan tugas berkaitan dengan pelayannn publik sert:a 
administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

8. Jnbntan Fungsional tertentu adalah sekelompok jabatan 
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelnyanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterarnpilan tertentu. 

9. Jabatan Pelaksana adalab sekelompok Jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas peiaksanaan kegiatan pelayanan publik 
serta admin.istrasi Pemerintahan dan Pembangunan. 

10. Evnluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu 
jabntan secara sistcmatis dengan menggunakan kriteria
kriteria yang di~ebut sebagai faktor jabatan tcrhadap 
mform11s1 _faktor Jnbatan untuk mencntukan nilai jabatan 
dan kclas Jabatan. 

11. Nilai Jabatan adalah akumulasi point faktor evaluasi jabatan 
struktural maupun jabatan fungsional yang digunakan 
untuk menentukan kelas jabatan. 



/ 
12. Kclas Jabntan adalah tingkatan jabatan struktural maupun 

jabatan fungsional dalam satuan Organisasi Perangkat 
Dncrah yang cligunnlmn scbagni dnsnr pemberian bcsaran 
tunjangan kine1ja. 

13. lndcks Harga Nilai Jabatan selanjutnya disingkat IHN~ 
adalnh nilai rupiah yang dibcrikan untuk seuap nilm 
jabatan. 

14. Faktor Penyeimbang adalah angka yang digunakan ~nt~k 
mcncnri kescimhnngim pcrbandingan tunjangan k~nel'.!a 
Pcgawai Ncgcri kclas tcrtinggi dcngan tunjangan kmel)a 
Pegawai Negeri kelas terendah. 

15. Tambahnn Penghasilan Pcgawai scl1mjutnya cl isingkat TPP 
ada.lah Tambahan yang clibl!rikan kepacla PNS dan CPNS 
yang dikaitkan dengan Pcnilaian kehadiran dan kinerja. 

16. lndikator kincrja adalah proses pengukuran kinerja 
berdnsarkan tingkat kehacliran clan pelaksanaan rugas 
pokok dan fungsi Pegawai Negeri Sipil. 

I 7. Penilaian kinerja adalah penilaian ya.ng dilakukan secara 
bcrjcnjang olch sctiap atasan Pcgawai Ncgcri Sipil 
bcrdasarkan jabatan di Organisasi Pcrangkal Dacrah. 

18. Satu masa penilaian adalah satu masa penilaian kinerja 
yaitu selama I (satu) bulan, 

19. Cuti adalah kondisi Pegnwai tidak masuk kcrja yang 
diizinkan dalam jangka waktu tertentu . 

20. Saldt adalah konclisi Pegawai yang t.iclak masuk bekerja 
karena alasan kesehatan. 

21. lzin ndaJoh l;ondi~i Pesn"•·ni y:u,s tida.k masuk bekerjn 
karena alasan keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan 
persetujuan atasan langsung, dan sesuai dengan ketentuan 
perunclang-undangan yang berlaku. 

22. Tnnpa Kctcrangan adalah kondisi Pegawni yang ticlak masuk 
bekcrja tanpa memberikan alasan yang sah. 

23. Alasan Yang Sah aclalah alasan yang dapat 
clipertanggungjawabkan clan clisampaikan secara tertulis 
dala m bentuk surat pem1ohonan serta clisetujui oleh atasan 
lnngsung. 

24. Oaftar Hadir aclalah pengisian kehadiran yang clilakukan 
oleh Pegawai pacla jam masuk clan pulang bekerja baik 
S('Cara elektronik clan manual. 

25. Terlambat Masuk Bckcrja adalah Pegawai yang mengisi 
Onftar Haclir yang melcbihi kele ntuan jam masuk bekerja 
yang telah clitcntukan. 

26. Pulang Cepat adalah Pcgawai yang mengisi Oaftar Haclir 
sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang telah 
clitcntukan. 

27. Perjalanan Oinas adalah Pcgawai yang melakukan 
perjalanan kedinasan baik di dalam maupun di luar 
kabupaten. 

28. Hukum:i-n Disiplin adalah hukuman yang clijatuh.kan kepacla 
P~~wru karcna melanggar ketentuan clisiplin Pegawai Negeri 
S1p1I. 

29. Banding Administratif aclala h upaya administr~ti·f, a I 
d . h 1 h p , . 0 

., ng < a pat 
~t~m_ru o e egawa1 yang hdak puas tc rhadap hukuman 

d1s1pl_m bcrupa pcmberhcntian dengan hormat tidak ata 
permmlaan sendiri. s 



30. Lapornn Kin<'rja Pegnwni adnlah lnporan kegiatan yang 
dilakukan olch sctiap Pcgawai yang dibunt sctiap nkhir 
bulnn yang digunakan sebagai salah satu dasar pcmbayaran 
TPP. 

BABU 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(I) Pemberian TPP dimaksudkan untuk menjamin kesejahtcraan 
Pegawai at.as a presiasi terhadap kinerja dan disiplin yang 
tinggi dan penuh rasa tanggung jawab telah mengabdikan 
diri tcrhadap Pcmerintah Daernh dan masyarakat Kabupaten 
Lcbong. 

(2) Pembcrian TPP bertujuan : . 
a. Meningkatkan motivasi dan produktivit.as kinerja Pegawai; 

dan 
b. Wujud kepeduJian Pemerintah Daerah untuk menjamin 

kesejahteraan Pegawai atas apresiasi terhadap disiplin dan 
kinerja yang tinggi. 

BABW 
PRJNSIP PEMBERIAN TAMBAHAN 

PENGHASILAN PEGAWAI 

Pasal3 

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut : 
I. Kepastian huk-um, dimaksudkan bahwa pemberian TPP 

mengutamakan landasan peraturan perundang- undangan, 
kcpatutan, dan keadilan: 

2 . Akuntabel, dimaksudkan bahwa TPP dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

3 . Proporsionalitas, dimaksudkan pemberian TPP 
mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban 
pegawai; 

4 _ Efektif dan efisien, dimaksudkan bahwa pembcrian TPP 
scsuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai 
dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan; 

5. l<eadflan dan kesetaraan, dimaksudkan bahwa pcmbcrian TPP 
harus mencenninkan rasa keadilan dan kesamaan untuk 
memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai 
pegawai PNS; 

6. l<esejahteraan, dimaksudkan bahwa pembcrian TPP 
diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS; 

7. Optimalisasi, dimaksudkan bahwa pcmberian TPP sebagai 
hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Dacrah. 

BABIV 
PENETAPAN KELAS JABATAN 
DAN FAKTOR PENYEIMBANG 

Pasal 4 

(1) Besaran TPP dibcdakan dengan mempertimbangkan kelas 
jabatan. 
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(2) Pcnctnpnn kelns jnbn111n untuk Jaba111n Pimpinnn 'finggl, 
Jnhulnn Administrator tlan Jnbntnn Pcngawas dilakukan 
berdm;arknn cvaluasi jnbatan dcngnn mempertimbnn~ka~ 
ruang lingkup dnn rlampak, pcngaturon orga111sas

1
, 

wcwcnang pcnycliaan dan mannjcrial. huhungan_ p~rsonal, 
kcsulilnn dalrun pcngarahan pekcrjaan dan kond!s1 lamnya. 

(3) Pcnelapan Kclas Jabatan untuk Staf Ahli, Jabata~ 
fungsional clan Pclaksana clilakukan bcrdasarkan evaluast 
jab;\lan dengnn mcmpcrtimbangkan pcngetahuan ~ang 
dibutuhknn. pengawasnn penyelia, J)edoma n, kompleks~tas, 
ruang lingkup clan dnmpak, hubungan person~!, tuJuan 
hubungnn, persyaratan fisik cl an lingkungan pekcrJaan. 

(4) Penelapan Kelas Jabatan , Harga Jabatan. Faktor 
Pcnycimbang dan Besaran TPP bagi Pegawai sebagaimana 
Lcrcantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II yan~ 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari ?eraturan Bupatl 
ini. 

BABV 
PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN 

PENGHASILAN PEGAWAI 

PasalS 

(I) Besaran TPP masing-masing kelas jabatan dihitung dengan 
mempertimbangkan indikator : 
a. Tingkat Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 
b. Nilai clan Kelas Jabatan; 
c. lndeks harga nilai jabatan; 
d. Faktor penyeimbang: 
e. lndeks tunjangan kinerja daerah provinsi; 
f. Beban l<erja; 
g. Prcstasi Kerja; 
h. Tempat Bertugas; 
i. Kondisi Kerja; 
j . Kelangkaan Profesi; 
k. Kemampuan Keuangan Daerah; dan 
I. Pertirnbangan Obyek lainnya. 

(2) Besaran TPP masing-masing kelas jabatan juga dihitung 
dengan mcmpertimbangkan komponen variabe\ pengungkit : 
a. Opini Laporan Keuangan; 
b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)· 
c. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah· ' 
d. Rasio Belanja Pe,jalanan Dinas; d~ 
e. lndeks Reforrnasi Birokrasi Pemerintah Daerah. 

(3) Besamya TPP untuk Calon Pegawai Negeri Sipil yaitu 80% 
(delapan puluh perseratus) dari besaran TPP yang diterima. 

BAB VI 
TIM PELAKSANAAN TPP 
PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 6 

(1) Dalam pe\ak~aan Pemberian TPP, Pemerintah 
membentuk Tim TPP Pemerintah Oaerah. 

Daerah 

\ 

L 
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(2) Tim pclnksnnnnn TPP Pcmcrinlah Dncruh schngnimana 

cllmak~ml pndn nynt (I I dikctuni oleh Sckrcrnris Dncrnh sert~ 
scku rnng-kumngnyn tcrdiri clori unsur pcrnngkat. dacra 
ynng mcmbiclnngi, nntnrn lnin : 1 kuknn 
n. pcngclolonn kcunngnn dncrnh hcrtugns ~c 9 

pcrhitungnn terkait pcnganggarnn TPP Pcgawni; . n an 
b. organlsasi hcrtugos untuk mclakuknn pcrhhitu grtn 

indcks penyclcnggnrnnn pcmcrin1ahan dacra sc 
mengidcntifikasi jabatnn-jnbntnn ynng mnst~k. dal~m 

. , · · k !]'a koncl1°1 kcna, kritena beban kcrJa. prcstast e , ~- . ·, . 
' b n obJCkUf kclnngkaan profesi d1111/ntau perttm anga 

ln inm·n: h 't an 
c kcpcg.awuion bcrtugas un t.uk melakukan per I ung 
· · sing kelas pcmangku jabatan bcrdasnrkan masmg-ma 

jabatnn: n 
d. luukurn menyusun perkada TPP s.csuai dengan ketentua 

peraturan perundang-undangan tentang pembentukan 
produk hukum daerah; 

c. perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran 
terkalt TPP: dan/atau 

f. pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan 
pelaksanaan TPP sesuai dengan kctentuan pernturen 
perundang•undangan. 

(31 Tim pelaksanaan TPP Pcmcrint:th Daerah Kabupaten Lebong 
mengklasifikasikan pejabat/unit kerja perangkat daerah ke 
da.lam kritcria TPP Pegawai pada TPP berdasarkan beban 
kerja, prestasi kerja, tcmpat bertugas, kondisi kerja dan 
kelangkuan profcsi serta pertimb,mgan objektif lainnya. 

(41 Kctcmuan kbih lanjut mengenai Tim Pelaksanaan TPP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

Pasal 7 

(II Kincrja dinilai berdasarkan etas tingkat kehadiran dan 
pelaksanaan tugas fungsi dan perilaku dalam satu masa 
penil.aian (satu bulnn). 

(2) lndikator tingkat kehadiran sebagairnana dimaksud pada 
ayat (I) , didas.arkan atas tlngkat kehadiran Pcgawai dalam 
melal<sanakan tugas setiap hari, berdas.arkan absensi atau 
daftar hadir yang dihitung secara kumulatif dalam mesa 
penilaian (satu bulan). 

(31 lndikator pelaksanaan tugas dan fungsi scbagaimana 
dimaksud pada ayat (II, didasarkan alas Laporan Kinerja 
Pegawai setiap masa penilaian (setiap bulan). 

(4) Laporan Kinerj11 Pegawai seb11g11imana dimaksud pada ayat 
(3), dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum clalam 
Lampiran Ill yang merupakan bagian lidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini atau Laporan Kinerja Pegawai secara 
online. 

(5) Lapor~n- Kinerja dan l{ehadiran yang telah diperiksa dan 
d1setuJu1 oleh atasan langsung selanjutnya diverifikasl oleh 
BKPSDM selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap 
bulannya. 

(6) V~rifi~si ole.h BKPSDM sebagaimana dimaksud p.a.da ayat (5) 
dibertakukan sepanjang belum menggunakan Aplikasl secara 
online. 



Paaal 8 

d. k t dnlam Pasal S, 
Selnin pcrhitungan scbagaimnna ,ma sue d tertentu 
jabntnn yang mclakminaknn. tugns k~usus an 
dibcrikan TPP dcngnn mcmperumbangkan · ·mpinan 
I. Pckcrjaon yang lchih mcnunlul kcmampuan kepeml 

don mnnnjcrial; . . an Juas dan 
2. Pckcrjaan yang lcbih menuntul pem,kiran Y g 

mcndnlam (komprch~nsif); uan pengawasan 
3. Pckerjann yang tcb,h menunlut kcmamp 

(supc rvisi) ; . kn· • dan 
4. Pckcrjnan yang lebih mcnuntut keahhan te ,s,dan tertentu. 
5. Pckcrjaan yang mcnun tut kcmampuan khusus 

BABVII 
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASJLAN PEGAWAI 

Pasa19 

(I) TPP diberikan kepacla PNS di Lingkungan Pemerintah 
Ka bu paten Le bong yailU : . . . . a 
8 PNS yang mend uduki jabatan Punpman Tmgg1 Pratam • 

· Administrator, Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu 
clan J abatan Pelaksana. 

b. CPNS yang mcncl uduki J abatan F'ungsional Tertentu dan 
Jabatall Pelaksalla. 

(2) Jabatan Fungsiollal tertentu sebagaiman~ climaksud pad~ 
ayat (I) tidak termasuk Jabatan Fungstonal tertentu di 
Lillgkungan Dinas Pendidikan clan Kebudayaan Kabupaten 
Lebong, yaitu Tenaga Pendidik dan Pengawas. . 

(3) Pegawai dlberikan TPP setiap bulan sesuai dengan 
kernampuan Keuangan Daerah, selain penghasilan menurut 
peratu ran perundang•unclangan. 

Pasal 10 

(l) TPP sebagaimana climaksud dalam Pasal 8 tidak diberikan 
kepada : 
I. Pegawai lnstansi yang nyata-nyata tidak melaksanakan 

tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada lnstansi tersebut; 
2 . Pegawai Instansi yang dlberhentikan untuk sementara 

atau clinonaktifkan; 
3. Pegawai lnstansi yang diberhen tikan dengan hormat atau 

tidak dengan honnat; 
4. Pcgawai lnstansi. yang d iperbantukan/dipekerjakan pada 

Badan/ lnstansi lain di luar lingkungan lnstansi; 
5. Pegawai yang menjadi pejabat Negara; 
6. Pcgawai yang diangkat menjadi kornis ioner atau anggota 

lembaga non struktural; 
7. Pegawai )•ang ditahan oleh pihak yang benvajib karena 

menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan putusan 
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tctap; 

8. Pegawai yang d iberhentikan dan sedang mengajukan 
banding administratir kepada Sadan Pertimbangan 
Kepeg~waian yang tida.k diizinkan masuk bekerja a tau 
menga.iukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha 
Negara: 

I 
I 
I 

I 

L 



,/ , 

/ 
/ 

9 . Pcgawai yang scdang menjalani cuti besar atau 
cuti 

diluar tanggungan Negara; . 
IO. Pcgawai yang se<lang menjalani tugas bclaJ9:r;_ . k t 
11. Pcgawai yang dijatuhi sanksi hukuman d1s,plin u:i:n 

bcrnl scsuni Pcraturan Pemerintah Nomor 53 T 

2010; dan • · La ran 
12 . Pcgawai yang ticlak mcmbuat dan/ntau meng,s, po 

Kincrja Pcgnwai. d"tunda 
(2) TPP scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat 

1 

pembayarannva kcpada : ·kan 
Seluruh peg~wai pada OPD yang tidak menyampai 
laporan dokumen dan data sebagai berikut: Daerah 
a. Dat; Laporan' Penyelenggaraan Pemerintahan 

ILPPD); d J' Intern 
b . Laporan dan Data Sistem Pengen a 1an 

Pemcrintah (SPIP); lnstansi 
c. Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah (SAKIP); 
d. Laporan Keuangan OPD; 
e. Dokumen Perencanaan; 
f. Data Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 
g. Laporan dan Data Kcpcgawaian; 
h. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pclaksanaan Program 

dan Kegiatan; dan 
i. LHKPN dan/atau LHKASN. 

BAB VII[ 
PENGVRANGAN TAMBAHAN PENGHASlLAN PEGAWAI 

Pasal 11 

Pengurangan TPP diberikan kepada : 
1. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka 

dibcrikan pcngurnngan TPP: 
a. Sebcsar 5 % (lima pcrsen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak 

masuk kerja; dan 
b. Paling ban yak sebcsar I 00 % (seratus persen) untuk tiap 

I (satu) bulan tidak masuk kcrja. 
2 . Pegawai yang terlambat masuk kerja pada pagi hari dan 

setelah jam istirahat pada bulan berjalan, maka dibcrikan 
pengurangan TPP sebagai berikut: 
a. Terlambat I : 1 menit s .d. < 30 menit, persentase 

pengurangan 0,5 %; 
b. Tcrlambat II : 31 menit s.d. < 60 menit, persentase 

pengurangan 1 %; 
c. Terlambat Ill : 6 I menit s .d. < 90 me nit, persenltase 

pengurangan I ,25 %; dan 
d . Terlambat IV:~ 91 menit atau tidak mengisi daftar h.adir 

masuk kerja, persentase pengurangan 1,5 %. 
3 . Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya (PSW) pada 

bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai 
berikut: 
a. PSW I : 1 menit s.d. < 30 menit, persentase pengurangan 

0 ,5 %; 
b . PSW II : 31 menit s.d. < 60 menit, persentase 

pengurangan I %; 



/ c. PSW Ill : 61 menit s .d. < 90 mcnlt, persentase 
pcngurnngan 1,25 %; dan 

cl. !'SW IV : ~ 91 mcnit atau tidak mcngisi da(tar hadir 
pulang kcrja, perscntase pengurangan 1,55 %. 

4. Bagi lnstansi tertcntu dengan pertimbangan : 
a. Pekerjaan yang lebih menuntut kemampuan 

kcpcmimpinan clan manajerial; 
b. Pekcrjaan yang lebih menuntul pemiklran yang Juas clan 

mendalam (komptchcnsiO; 
c. Pcke1jaan yang lebih menuntut kemampuan pengawasan 

(supervisi); 
d. Pckcrjaan yang lebih menuntut keahlian teknis; da n 
e. Pekerjaan yang menuntut kemampuan khusus dan 

tertentu. 
Dalam hal pembcrian dan pengurangan TPP dapat diatur 
lebih lanjul dengan Peraturan lnstansi masing-masing. 

5. Pegawal yang melaksanakan cuti sakit tidak dikenaka~ 
pcngurangan TPP untuk paling lama 14 (empat betas) han 
kerja dan untuk ha.ri berikutnya dikenakan pemotongan 
sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satuJ hari tidak 
masuk kerja. 

6 . Pegawai yang menjalani cuti alasan penting untuk waktu 
paling lama 7 (tujuh) hari kerja tidak dilakukan pemotongan 
TPP pegawai dan untuk hari berikutnya dikenakan 
pemotongan Tu.njangan l<inerja Daerah pegawai sebesar 2% 
(dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja. 

7. Pegawai yang tidak mengikuti kegiatan daerah dianggap 
tidak melaksanakan kinerja pada bari tersebut, dan 
dikenakan pengurangan TPP sebesa r 50% (lima puluh 
persen) . 

Pasal 12 

(1) Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Ringan dan 
Sedang dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut : 
a. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat ringan 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa : 
1) teguran lisan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 10% 

(sepuluh persen) selama l (satu) bulan; 
2) teguran tertulis, dikenakan pengu.rangan TPP sebesar 15% 

(lima belas persen) selama 2 (dua) bulan; dan 
3) pemyataan tidal< puas secara tertulis, dikenakan 

pengurangan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) 
selama 3 (tiga) bulan. 

b. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang 
sesuai dengan Peraturan Pemexintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negexi Sipil berupa: 
I) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun 

dikenakan pengurangan TPP sebesar 20% (dua puluh 
persen) selama 5 (lima) bulan; 

2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 
~kenakan pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh 
hma persen) selama 6 (enam) bulan; dan 

I , 



/ 
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,, 

/ 
3) penurunnn pa ngknl sclingknt kbih rcndnh sclama 

1 

(snlu) lahun d ikcnolrnn pcngurnngan TPP sebesar 30"/4, 
(lign 1>uluh pcrscn) selamn 7 (lujuh) bulan. 

(2) Pcngut'nng,m TPP schngt.1irnona dimaksud pnda _a~a~ (I) 
dibcrlakukan kctika 1clnh ditclllpl<nnnya Hukuman D1s1phn. 

Paaal 13 

(I) Dalam hnl pcnjaluhan llukuma n Disiplin scbagaimana 
dimaks ud dnlnm rasal 11, diajukan kebcratan clan 
hukumannya diuhah maka TPP yang bcrsangk~tan 
dilakuknn penghitungan kcmbali sesuai denga n JClllS 

hukuman y,11,g diletapkan. . 
(2) Pengurnngan atau pembayaran kembali TPP sebag~1mana 

dimaksud pada ayat ( 1) tcrhitung mulai bu Ian bcnkutnya 
sejak kcputusan atas kcberatan ditetapkan. 

Pasal 14 

(\) Dala m hat Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin Ringan dan 
Sedang dikenakan pengurangan TPP sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 , kemudian dijatuhi Hukuman Disiplin 
kembali, maka terhadap Pcgawai yang bersangkutan 
dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut: 
a . pengurangan sesuai jenis hukuman disiplin yang pertama; 

clan 
b . pengurangan kembali sesuai jenis hukuman disiplin yang 

bcnl<.utnya setelah selesainya pengurangan sebagaimana 
dimaksud pada hurur a. 

(2) Dalam ha! Pegawai dijatuhi Hukuman Dis_iplin Ringan clan 
Sedang dikenakan pengurangan TPP kemudian 
d iberhentikan/mengundurkan diri sebagai 
Pega,wai/mencapai batas usia pensiun/meninggal dunia, 
maka pengurangan TPP dinyaLakan berakhir pada bulan 
berikutnya. 

Pasal 15 

Pegawai yang sedang mengajukan bandjng administratif ke 
Badan Pertimbangan Kepegawaian atas keputusan Hukuma n 
Disiplin Tingkat Berat, da n diizinkan untuk masuk bekerja 
kembali, dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh 
persen) sampai clitetapkannya putusan Sadan Pertimbangan 
Kepegawaian. 

Pasal 16 

(1) Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar daerah 
yang menyebabkan tidak mengisi Daftar Hadir pada jam 
masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pe ngurangan 
TPP. 

(2) Tugas kedinasan di luar daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) , harus dinyatakan dengan Surat Perintah Togas. 

(3) Pegawai yang melaksanakan tugas dinas dalam daerah, 
diwajibkan mengisi daftar hadir pada jam masuk atau jam 
pulang kerja. 



(4) Dinos Dnlam Oncmh scbagnimana dimaksud pacla ayaL (3) d\kccu
1 
al.~ 

untuk dacmh ynng ditcmpuh dcngnn jamk tcmpuh lcb1h < an 
Kilometer, dcngan mcmpcrtimbangkan kcsulitan geografis da erah. 

BABIX 
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGIL\SlLAN PEGAWAJ 

Pasall7 

(I) Bcsarnn TPP yang diterima setiap orang dalam satu bulan adala~ tou:: 
besamn TPP sebagnimann dimnksud dalom Lampiran I dan Lampiran . 
y3:ng merupa ka n bagian yang tidak te rpisahkan dari Pcraturan Bupali 
IOI. . . 

(2) TPP yang diterima scbagaimana dimaksud pada ayat ( l) dikurangi 
dcngan potongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan 
perundang-unclnngnn yang berlaku. .. 

(3) Setiap pcmbayaran TPP hnrus mencantumkan Nomor Pokok WaJ1b 
Pajak INPWP) pada Oaftar Tanda Teri ma TPP. 

(4) Besaran TPP yang diterima sebagaimana dimaksud. pada ayat (1) 
dikurangi dengan pcngurangan TPP sebagaim~a d1~~sud dalam 
Pasal 10. apabila ketentuan Pasal 10 berlaku bagt Pegawai dimaksud. 

Pasal 18 

(l) TPP dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Bela.nja Daerah 
Kabupaten Lebong. 

(2) TPP dibayarkan selambat-lambatnya tanggaJ 15 (Uma belas) bulan 
berikutnya setelah masa pcnilaian kinerja. 

(3) Pcmbaya ran TPP scbagajmana dimaksud pada ayat (2) dikccualikan 
bagi penundaan pembayaran sebngaimana dimaksud dalarn Pasal 9 
ayat (2). 

(4) Dalam hal pengajuan pembaxaran TPP untuk bulan Januari sampai 
dengan bulan Maret 2020 d1lakukan secara rape! dan dilaksanakan 
pembayaran paJjng lambat pada tanggal 15 (lima betas) Bulan Mei 2020. 

(5) Pcmbayaran TPP untuk bulan Dcsembcr dibayarkan pada bulan 
bcrkcnaan. 

Paaal 19 

Bagi Pegawa.i yang m~laksana~a~ tugas k<:dinasan/dinas luar, mengikuti 
Diklat _LEMHANAS, Diklat PenJ~nJangan, Oiklat Teknis, Diklat Fungsional 
atau D1klat Dalam Jabatan, Cua Tahunan, dapat diberikan TPP. 

BABX 
JENIS HONORARIUM YANG DAPAT DmAYARKAN 

DAN TIDAK DAPAT DIBAYARKAN 

Paaal 20 

(I) 'f!'P dapat diterima atau d iberikan kcpada Pegawai sebagaiman 
d1maks1.!d dala,:n ~asal 16, setanjutnya Peg~wai yang bersangku~ 
dapat JUga dtbenkan Honorarium sesu ai ketcntuan. 
pe11;1ndang-un~angan yang berlaku, pcraturan 

(2) J ems Honoranu~ yang dibayarkan adalah honorarium dit · 
atas dasar peke1Jaan yang d.ilakukan d.iluar tu k ykandg =~ 
yang melekat, yaitu : gas po o an fungs1 
a. Honorarium Pengelola Keuangan· 
b. Honorarium PPTK- ' • 



c. I lonomrium l(cginlnn Pcngndnnn Bnrnng dnn Jnsn; 
d. Honorarium TAPD; 
t' . llonomrium Tf.PRA; 
r. Vang Makan/Minum Harian; 
g. Unng Lcmhur Pcgnwni; dnn dnn 
h. Honorarium l..nlnnya knrcna kckhususnnnyu 

dltcrbi1kn11 mclalui Kcputusan Kcpaln Doerah. . 
. . , k I lnh honornnum (3) Jems Monornnum yang udak dlboynr nn 01 n 

Kepanitiann yang bcrsifal ln1.cmnl OPD dnn scsual d c~ga~ 
tugas pokok dan fungsi yang mclcknl dnri OrgAnisns• 
terse but. 

BAB XI 
PENCATATAN KEHADlRAN 

Pasa121 

(I) Pegnwai wajib masuk dan pulang sesuai ketcntuan J~m 
Kerja dengan mengisi dahar hadir elektromk (finger pnnt) 
dan/atau pcrangkat lain yang handal dan nkuntabcl. 

(2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pad~ ayat (I) 
dilakukan 3 (tiga) kali yaitu pada waktu masuk ketJa , masuk 
setelah jam istirahat dan pad a waktu pulang ketJa. 

(3) OPD/Unit Kerja yang tidak mcnggunakan Peran_gkat _dan 
sistem pencatatan kehadiran secara elektronlk, t1dak 
dibcrikan TPP. 

(4) Pencatatan atau pengisian daftar hadir sccara manual 
dilakukan apabila : 
a. Perangkat clan sistem pencatatan kehadiran secara 

elektronik mengalami kerusakan atau tidak l>crfungsi 
yang dibuktikan dcngan Berita Acara oleh Dinas 
Komunikasi, lnformasi , Statistik dan Persandian; 

b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem pencatatan 
kehadirnn secara elektronik; 

c. Lokasi kerja tidak memungkinkan unt uk disediakan 
sistem pencatatan kehadiran secara elektronik; dan/atau 

d . Terjadi bencana alam, non-alam dan/atau kerusakan, 
sehingga pencatatan kehadiran dan kepulang.an tidak 
dapal dilakukan sebagaimana mcstinya. 

e. Bagi Ajudan dan Supir Pejabat Negara yang ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

(5) Daftar hadiT secara manual akibat Perangkat dan sistem 
pencatatan kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan 
atau tidak berfungsi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a 
digunakan paling lama 10 (sepuluh) hari . 

(6) Apabila terdapat unsur kcscngajaan terhadap kerusakan 
Perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara 
elektronik sebagaimana dimaksud pada a yat (4) huruf a, 
merupakan tanggung jawab OPD/Unit Kerja yang 
bersangkutan, dan TPP OPD/Unit Kerja dimaksud tidak 
dapat dibayarkan. 



Pual22 

h d" Pegawai 
l{husus untuk Pcncatatan atau pengisian daftar a ,r \<a 
yang jam l<crjnnya d latur tcrsend lri olch Kcpnla OPD, m;PD 
pengisinn daftar had lr l'cgawni discrahkan kcpacla Kepala d 
dimaksucl dengan tetap berkoordinasi dengan _Bad:~ 
Kepcgawnian dan Pcngembnngan Sumbcr Daya ~1a nusia 
Dinas Komunikasi, lnformnsi, Statlstil< dan Pcrsnncl,an. 

Pasal 23 

( I) Sckrctnri s Oacrnh do pot mctakukan pcncatatan kehadiran 
sccarn manual, dan ticlak diwajibkan mcmakai pcncatatan 
kchaclimn sccara ctcktronik. . . ( 1 l 

(2) Daftar Madir Manual sebaga.unana d1maksud pada a yal • 
dibuat menuru t contoh sebagnimana tercantum dala~ 
Lampiran IV yang merupakan bagian tida l< tcrpi sahkan dan 

Peraturan Bupali ini. 

Pasa124 

(ll Pegawni dinyatakan melanggnr ketcntuan Jam l<erja apabila: 
a . Tidak masuk kerja tanpa ketcrangan yang sah ; 
b. Tcrlambat masuk kerja; 
c. Pulang sebelum waktunya; 
d. Tidak berada di tempat tugas; dan/atau 
e. Tidal< mengisi dafta r hadir. 

(2) Pcgawai dinyatakan tidal< melanggar jam ke1ja sebagaimana 
,lim;,k~ud pada ayal (I I apabila ya.ng bersangkutan scdang 
melaksanakan tugas kedinasan dibuktlkan dcngan surat 
perintah tugas. 

Panl25 

(I I Khusus Bagi Pegawai yang mengajukan izin tidak 
melaksanakan tugas dibuktikan dengan surat permohonan 
izin, maka pcrmohonan izin yang clapat disetujui hanya 3 
(tiga) hari kerja dalam I (satu) bulan berjalan. 

(2) Apabila permohonan izin melcbihi ketentuan sebagaimana 
d imaksud pada ayat (l) , maka yang bersangku tan dianggap 
tidak melaksanakan tugas . 

BABXII 
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI 

Paaal26 

Kepala OPD / Unit Kerja dan atasan langsung wajib melakukan 
pen~awasan_ terhadap_ pemberian TPP sctiap bulan kepada 
masmg-masmg pegawrunya. 

Pasal27 

(I) ~?ni~oring d an evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati 
m1, d1l~kukan oleh Tim Evaluasi dengan susunan personalia 
sebagru benkut : 



/ 

/ 
a. Ketua Sekretaris Daerah 
b. Wakil Ketua I Asisten Administrasi Umum ten 

lnspektur lnspektorat Kabupa c. \Vakil l<etua II 

d. Sekretaris I 
Lebong 
l(epala Badan 
Pengembangan Sumber 

Kepegawaian dan 
Daya 

Manusia. 
e. Sckretaris II Kepala Sadan Keuangan Daerah. 
f. Anggota • ah n 

I . Star Ahli Supati Bidang Peme~t a • 
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manus1a. . 

2. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomt, 
dan Keuangan . 

3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. 
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan. h 
5. Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Oaera · 
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. . . . 
7. Kepala Dinas Komunikasi, lnfonnas1, Staastik dan 

Persandian. 
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebong. 
9. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten 

Lebong. 
JO. l{epala Sagian Organisasi Setda Kabupaten Lebong. 
l l. Sekretaris lnspektorat Daerah Kabupaten Lebong. 
12. Sekretaris Sadan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia. 
13. Jrban Wilayah I, n, UI, JV lnspektorat Kabupaten 

Lebong. 
14. Kepala Bidang Perbendaharaan SKD Kabupaten 

Lebong. 
15. Kepala Sidang Mutasi, Pengadaan dan lnformasi 

BKPSDM Kabupaten Lebong. 
16. Kepala Sidang Pengembangan Kinerja Aparatur 

BKPSDM Kabupaten Lebong. 
17. Kepala Bidang Anggaran SKD Kabupaten Le bong. 
18. Kepala Sidang Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Oaerah Bappeda Kabupaten Lebong. 
19. Kepala Sidang Pengelolaan lnformasi dan Saluran 

Komunikasi Publik Diskominfo-SP Kabupaten 
Lebong. 

20. Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian 
Organisasi Setda Kabupaten Lebong. 

21. Kasubbag Kelembagaan dan Anjab Bagian 
Organisasi Kabupaten Lebong. 

22. Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana 
Bagian Organisasi Kabupaten Lebong. 

23. Kasubbag Perundang-Undangan pada Bagian 
Hukum Setda Kabupaten Lebong. 

24. Kasubbid Perencanaan Anggaran BKD Kabupaten 
Lebong. 

25. Kasubbid Belanja Tidak Langsung BKD Kabupaten 
Lebong. 



26. l<nsubbid Belanja Langsung 81<0 l<abupaten 
Lc·hong. 

27. Knsubbid Pengeluaran BKD Knbupalen l.,ebong. 
28. Knsuhhicl Perbrnclnhnrnnn llKD Knhupaten l,ebong. 
29. Knsubbid Kas Dacrnh BKD l<nbupaten 1.,ebong. 
30. Knsuhhicl Ki,wrjn llKPSDM Knbu pnten Lebong. 
31. Knsuhhlcl Dislplin DKPSDM l(nbuJ)llt~n J,ebong. 
32. Kasuhhid Diklnt 01,PSDM l<abupaten Lebong. 
33. I On111& Slnf Dnginn I l ukum ScIcln. 
34. 2 Orang Star Bagian Organisasi Setda Kabupatcn 

Lcbong. (I) 
(2) Tim Evaluasi scbagaiman11 dimaksud pacla aynt . 

mclakukan emluasi dengan didasarkan inclikator evaluaSI 
scbagai berikut : 
a. Tingkat penilaian kinerja Pegawai; 
b. Pcrilnku Pcgnwai; . ni· 
c. Tingkat kehncliran mcntnatl keIentuan j am kcrJn Pegaw • 

dan 
d . Kemnmpuan keuangan daerah. . d d 

(3) I lasil Lapornn Tim Evaluasi scbagairnana drmaksu pa a 
ayat (I). disarnpaikan kepada Bupati setiap 6 (en=) bu Ian 
dnn/atau scwaktu-waktu, sebagai bahan pertr:ribangan 
tcrkait untuk mcnentukan besaran dasar mlai TPP 
selanjutnya. 

BAB XIU 
UPAYA ADMINISTRATIF PENYELESAIAN PERSELlSIHAN 

Pasal 28 

(I) Bagi Pcgawai yang tidak puns atas hasil penllaian kincrja 
yang dilakukan oleh atasan langsung dapat mengajukan 
keberatan atas hasil penila.ian kinerja. 

(2) 1-:ebcratan sehagairnana dimaksud pada ayat (I), 
diajukan secarn tertul is kcpada aIasnn pcjabat penilai 
dengan rnernual alasan keberatan dan tembusannya 
disarnpa.ikan kcpada lnspektorat Daerah Kabupaten Lebong. 

(3) l nspcktorat Daerah Kabupaten Lebong, dapat membentuk 
Tim ad /Joe untuk penyelesaian keberatan sebagaimana 
dimaksud pada aynl (1) ditetapkan dcngan l<cputusan 
Bupati yang bcrsifat final dan mengikat. 

BAB XIV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal29 

(I) Bagi Pcgnwai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lcbong 
tidak diperbolehkan rncndapatkan lebih dari I (satu) jenis 
Tambahan Penghasilan selain pcnghasilan menurut 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Data~ _keadaan tcrlentu, menurut keadaan dan/atau karena 
kond1s1 keuangan daerah, k arena situasi darurat, bencana 
alam, bencana non alam, TPP dapat tidak dlbayarkan kepada 
PNS Kabupaten Lebong, sampai dinyatakan keadaan 
tersebut kembali normal. 



/ BABXV 
PEN'UTUP 

Paaal30 

Peraturan Bupali ini mulai berlaku padn ianggnl 2 J anuari 2020. 

Agar setiap orang mengeta huinya, 

pengundangnn Pernturan Bupali ini dengan 

dalam Bcrita Daerah Kabupaten Lcbong. 

memerintahkan 
penempatannya 

Ditetapkan di Tubei 
pada tanggnl 10 Maret 2020 

11- BUPATI LEBONGr. 

68/•Y o 

Diund angkan di Tubci 

pada langgal IO Maret 2020 

ARISDAERAH 

~ ~t:,6,J~NLEBONG, 

H. MUSTARANI 

BER!TA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 20 

1 PEl,IERIHTAH KA6U?ATBi lEBONG 

BAGIAN HUKUM 

t( PEl-lElAAH FROOUK HUKUil I 

KASUP).lEN lE.BOl,G 



/ 
Lampirnn Ill Pcroturan Bupati Lcbong 

Nomor 20 Tahun 2020 
Tanggol IO Maret 2020 

CONTOH FORMAT LAPORAN KJNERJA PEGAWAl 

A. Laporan Harlan 
• • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • 

• 

• • • • . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • . 
• • • • • . 
• • • • 

NO 

I. 

2. 

BUKU KERJA HARIAN 
/\PARA TUR SIPIL NEGARA 

HARi/ JAM 
TANGCAL 

KEClATAN 
MllLAI AKHLR 

Kamis.2 07.45 OS. IS Apol Pagi 
J:;anu.,ri :!O:?O 

M<mbuot Ko=p Surat 

09.00 
P,nnintlUll P<n)'USUIUIZ\ 

10.30 SOP kc M~ing-masin& 
Didang 

11.00 12.00 
Mrnyu,un drat\ sor DKD 
Kabvpat<n L<lxmg Tllhun 
2020 

14.00 14. 10 Apd Siang 

Jumat. 3 
Janllllri 2020 

.......... . .......... o.t 

Mtng<tohui, 

············""''''''''''""'"'"''' 
(alllSan loni:sung) 

KELUARAN 
TEll1PAT / HASIL 

Holoman Pengamhan 
DKD 

DKD KonscpSurat 

DKD Drafl SOP 

Halaman Apd Siang 
DKO 

Ost Ds1 

Tubci, 31 Jonuori 2020 
Ynng nttmbWlt laporan. 

PARAF 

• 
" " " " " " " " " • 
' 
• • 
• • • • • • 
• • • • • • 
' • • • • 
• • • • • • • • • • 
' • • 
• 
• • • • • • 
• 
• • 
• 
• -" .. 
" " " .. 
• • 
" .. 
" " " " " .. 
" .. .. .. 
" " .. 
" " .. .. .. .. .. .. 
" .. 
" .. .. .. .. .. .. .. 



8 
1,anonui BulanaD --- ----------------·, ~-=---·~~··········---········-----··················----------------------- : 

' ' ' ' 

BUt.AN 
TAHUN 

I. 
2 . 
3. 
4. 
s. 

110. 

1 
I 

2 

LAPORAN KJNERJA SUV.NAN PEOAWAI 
NamR OPO (BADAN KEUANOAN OAERAII KA13UPATEN t.EBONO) 

: JANUARI (nl 
: 2020 (bl 

WUTTTAB PEQAWAl 

NA!IIA ERIKROSADI S.STP. M.Si lc l 

NIP 1983052920011.21004 ld1 

PANOKAT I OOLONOAN PEMBINA I IV . '1 1<1 .,. 
SEKRETARIS SADAN KEUA NOAN OAERAH 

JABATAN 
USITKERJA 

HA1U / 
TAIIGGAL 

~ 
Rnbu,2 1 

JAJ'luari 
2020 

.. 

.. 
"4mls L 

3JanllAri ,. 
2020 .. 

Mcngetahui, 

SADAN KEUANOAN OAERAH '0 1 

J(BT. 
URAlAIIKEOIATAlf OIITl'UT 

3 4 
Mcmbuat KonSt'p Sumi Konscp Surat 
Pcnnhuao.n Pcnyu&unan Pcnninto.an 
SOP kc Masing-masing Pcnyusunan SOP 
Bidnng To.hun 2020 

Mcnyusun draft SOP BKD Draft SOP BKD 
Kobupatc.n Lcbong Tahun Kabupaten t.cbong 
2020 Tahun 2020 

Dsl •.. .• Ost .. .... 

.... .... 
.... .... 
Dot ..... Ost .... . 

Atuan l.4ngsung. 
KEPAU BADAN KEIJANOAN OAERAH 

VOLUI!& 

5 6 

l Konsep Sclcsal 

Surot 

Oalam 
I Bcrkas SOP Proses 

Ost ..... O st ..... 

.... .... 

.... . ... 
Ost ..... Ost .. ... 

Tubei, 31 J nnuo.ri 2020 
Yang mcmbuat laporon, 

SEKRETARIS BADAN 
KEUANOAN OAERAH, 

Ors. OAt.MUJI SURANTO 
NIP. 

·······························•··••······ 
NIP. 

ERJK ROSAOI, S.STP.,MSi. 
NIP. 

' ' 

' ' 

• 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ·······------······-------·-···········-----········---------------------------·-·-·--··-··· ___ , 



p.,rtjeln~llll pcngisinn Lllmpirnn m dJ ntns ndnlnh scbngnl bcriku t: 

11 
Nnmn OPD : diisi Nomenklntu r OPD; Mien! : Bndnn Kcunngnn Dacroh 

K11b11pntcn Lcbong 
2) Bulan (a) : diiai Bulnn Pcriodc bcrjolnn; Misnl : Jnnunri 
3) Bulan (bl : diisi Tnhun Pcriodc bcrjolan; Misol : 2020 . 
4) Namn (c) : diisi Nama Pcgnwai; Misal : Erik Rosadi, S.STP., M.S, 
SJ NIP Id) : diisi NIP Pegawai; Misal: 198305292001121004 
6) Pangkat/Gol. (c) : diisi Pangkal / Gol. Pegawai; Misal : Pembina/ IV.a ah 
7) Jabalan (f) : diisi Jabatan Pegnwai; Misal : Sekretaris Sadan Kcuangan Daer 
8) Unit Kerja (g) : diisi Unit Kcrjn Tcmpat Pegawai bcrtugas; Misal : Badan 

9) Kolom Ill 
10) Kolom 121 

11) Kolom (3) 

121 Kolom (4) 

13) Kolom (5) 
14) Kol om (6) 

Kcuangnn Dae.rah 
: diisi nomor urut; Misal : I, 2 , 3, dst.,. 
: diisi Hori dnn tnnggnl pclaksanaan kcgiatnn ; Misal : Rabu, 1 
Jnnuari 2020 

: diisi Uraian Kcgialan yang dilaksanakan; Misal : M~robuat . 
Konsep Surat Pcnnintaan Penyusunan SOP kc Mastng-masmg 
Bidang 

: diisi Output Kegiatan yang dilaksanaknn; Mlsal : Konscp Surat 
Perrnintaan Penyusunan SOP Tahun 2020 

: diisi Volume; Misnl: I Konscp Surat 
: diisi Kctcrangan lain-lain j ika ada. 

?-, BUPATI LEBONG,~ 

ARJSDAERAH 
N' LEBON'G, 

°'{(l'(/ t{ 

/\( H. R SJONSYAH 

H. MUSTARAN'I 

Ptl1E~A.~H rr.ODUK HUKUM 
KABUP~TEN ~EBONG 



Lompirnn IV Pcr11 tu rn n oupn ti Le bo20"2P.o 
20 Tnhun Nornor 2020 Tonll,Rnl IO Murel 

C011TOH DAFTAR 11ADIR MANVAL 
-············ ····· ·· ·····~ • ••••••••••••••••••••• ............................................. - ------ t 

' ' ' DAFT AR IIAOIR IIARJAN ' ' ' ' ' ! UNIT KERJA 
IIARI I TANOOAL : 

NO. NAMA / NIP JABATAN 

I 2 3 

KEDATIINOAN KEPUJ..ANOIIN 
PUKUL TANDI\ l'UKUL TANDI\ 

TIINGAN TI\NGAN 

4 5 6 7 

.. .............. .. , ...... ....... -20 .... . 

Pimpinan Unit Kerja 

KET, 

8 

' • . . . . 
' ' . . . . . . . 
• . 
' . 
' ' . 
. 
• 
' • 
' • 
' • • . 

. . . . ... .. .. . . . . . . . . . . ... .... . 
• 
' • • • . ' ························································· ···· ···----------------······· ············---· 

'?. BUPATI LEBONO,f 

od(or/,.o 

dSY~ 

1 
PEMERINT.~H KABUPATEN lEBONG 

BAGlAN HUKUM 
I 

PENEL/\AI\ ?ROilU~ HUKUM h l KABUPAltN LEBONG 

• 


